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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam filsafat ilmu, kebenaran merupakan salah satu pilar utama yang menopang bangunan ilmu 

pengetahuan sekaligus menjadi landasan bagi pengambilan keputusan rasional dalam kebijakan 

publik. Tanpa konsep kebenaran yang jelas dan teruji, ilmu pengetahuan akan kehilangan arah 

epistemologisnya dan kebijakan publik akan cenderung bersifat subjektif serta pragmatis semata. 

Kebenaran menjadi kompas moral dan intelektual bagi manusia dalam memahami realitas dan 

membangun sistem pengetahuan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah1. 

Konsep “benar” dalam filsafat ilmu tidaklah tunggal, melainkan bersifat plural dan relatif terhadap 

kerangka berpikir filosofis yang digunakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hardono, pengertian 

kebenaran dapat berubah tergantung pada paradigma yang mendasarinya—baik positivistik, 

konstruktivistik, maupun kritis2. Artinya, apa yang dianggap benar dalam satu sistem pengetahuan 

belum tentu dianggap benar dalam sistem lain. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebenaran 

bukan hanya hasil dari proses rasional, tetapi juga produk dari interaksi antara subjek, objek, dan 

konteks sosial yang melingkupinya. 

Dalam dunia kepemimpinan, makna kebenaran menjadi semakin kompleks. Kebenaran tidak lagi 

hanya bersifat logis sebagaimana dalam ranah ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki dimensi 

moral dan pragmatis. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memahami kebenaran ilmiah sebagai 

dasar pengambilan keputusan, melainkan juga harus mampu menegakkan kebenaran tersebut 

dalam tindakan sesuatu yang berkeadilan dan bertanggung jawab. yang dilandasi oleh kebenaran 

menjadi bentuk tertinggi dari rasionalitas praktis karena menghubungkan antara teori dan tindakan, 

antara pengetahuan dan moralitas. 

Berbagai teori kebenaran seperti korespondensi, koherensi, pragmatis, dan konsensus memberikan 

kerangka konseptual bagi pemimpin dalam menimbang antara idealisme dan realitas, serta antara 

fakta dan nilai. 



• Teori korespondensi menekankan bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila sesuai 

dengan kenyataan objektif. 

• Teori koherensi menilai kebenaran berdasarkan konsistensi logis antarpernyataan dalam 

suatu sistem pemikiran. 

• Teori pragmatis menilai kebenaran dari segi manfaat dan keberhasilan penerapannya dalam 

kehidupan praktis. 

• Sementara itu, teori konsensus menganggap kebenaran sebagai hasil dari kesepakatan 

rasional di antara komunitas ilmiah atau sosial3. 

Dalam konteks kepemimpinan modern, pemahaman terhadap teori-teori kebenaran ini membantu 

pemimpin untuk tidak terjebak dalam relativisme nilai, sekaligus menghindari dogmatisme 

kekuasaan. Pemimpin yang bijak harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan kebenaran 

ilmiah yang objektif dengan realitas sosial yang kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, 

 filsafat ilmu dan kepemimpinan menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam. 

Integrasi ini diharapkan mampu melahirkan model kepemimpinan berbasis kebenaran rasional dan 

etis, di mana setiap kebijakan tidak hanya diuji secara empiris dan rasional, tetapi juga memiliki 

landasan moral yang kuat. Dalam hal ini, filsafat ilmu berperan memberikan kerangka 

epistemologis yang sistematis, sedangkan filsafat politik menyediakan panduan normatif bagi 

penerapan kebenaran dalam praktik kekuasaan. Sinergi keduanya menjadi fondasi bagi 

terbentuknya tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kebenaran4. 
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Indikator / Faktor Penentu Filsafat Ilmu dan Kebenaran dalam Politik Kepemimpinan 

1. Hakikat Kebenaran sebagai Landasan Epistemologis 

 

Filsafat ilmu menempatkan kebenaran sebagai inti dari seluruh proses pencarian 

pengetahuan. Kebenaran bukan hanya persoalan kesesuaian antara pernyataan dan 

kenyataan (aspek ontologis), tetapi juga menyangkut dimensi logis dan manfaat praktisnya 

dalam kehidupan sosial1. Dalam konteks kepemimpinan politik, pemahaman akan hakikat 

kebenaran ini menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang rasional dan dapat 

dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun moral. 

2. Keragaman Teori Kebenaran dalam Pengambilan Keputusan Politik 

 

Teori-teori kebenaran seperti korespondensi, koherensi, pragmatis, dan konsensus 

menawarkan cara pandang yang berbeda dalam menilai suatu keputusan politik2. Seorang 

pemimpin yang memahami keempat teori ini dapat menyeimbangkan antara fakta dan nilai, 

antara idealisme dan realitas sosial. Misalnya, teori korespondensi membantu pemimpin 

menilai kebijakan berdasarkan data faktual, sementara teori pragmatis menilai keberhasilan 

kebijakan dari manfaat yang dihasilkannya bagi masyarakat. 

3. Integrasi Rasionalitas dan Moralitas dalam Kepemimpinan 

 

Dalam filsafat ilmu, pengetahuan yang benar tidak hanya berakar pada rasionalitas, tetapi 

juga harus berpihak pada kebaikan. Oleh karena itu, seorang pemimpin dituntut tidak hanya 

mengetahui yang benar secara teoritis, tetapi juga menegakkannya dalam praktik politik 

dengan moralitas yang tinggi3. Integrasi antara rasionalitas dan moralitas inilah yang 

menjadikan kepemimpinan tidak sekadar efektif, tetapi juga memiliki legitimasi etis. 

 

 



4. Kebenaran sebagai Instrumen Legitimasi Kekuasaan 

 

Sebagaimana teori kebenaran dalam ilmu pengetahuan memberikan validitas terhadap 

suatu proposisi, demikian pula dalam politik, kebenaran menjadi dasar legitimasi 

kekuasaan. Kepemimpinan yang berlandaskan kebenaran dan keadilan akan memperoleh 

kepercayaan publik, sedangkan kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan akan 

kehilangan otoritas moralnya4. 

5. Peran Filsafat Ilmu dalam Pembentukan Etika Politik 

 

Filsafat ilmu tidak hanya membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, tetapi juga 

bagaimana pengetahuan tersebut digunakan secara bertanggung jawab. Dalam situasi dan 

kondisi, filsafat ilmu berperan membentuk etika kepemimpinan yang berorientasi pada 

kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umum5. Dengan demikian, filsafat ilmu menjadi 

panduan bagi pemimpin untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya benar secara rasional, 

tetapi juga benar secara moral. 

6. Kritisisme terhadap Kekuasaan dan Subjektivitas  

Salah satu ciri utama filsafat ilmu adalah sikap kritis terhadap klaim kebenaran. Dalam 

konteks kepemimpinan, sikap kritis ini menjadi penting agar kekuasaan tidak berubah 

menjadi absolut dan menindas. Pemimpin yang berlandaskan pada filsafat kebenaran akan 

membuka ruang partisipasi publik, musyawarah, dan evaluasi rasional terhadap kebijakan, 

sebagaimana semangat teori kebenaran konsensus yang menekankan kesepakatan rasional 

masyarakat6. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hakikat kebenaran dijelaskan dalam perspektif filsafat ilmu sebagai dasar 

pembentukan pengetahuan dan kebijakan kepemimpinan? 

2. Apa saja teori-teori kebenaran yang berpengaruh terhadap cara pemimpin menilai dan 

mengambil keputusan ? 

3. Bagaimana integrasi antara rasionalitas ilmiah dan moralitas politik dapat membentuk 

model kepemimpinan yang berlandaskan etika dan kebenaran? 

4. Sejauh mana kebenaran dapat berfungsi sebagai instrumen legitimasi dan penguat moral 

dalam kepemimpinan modern? 

1.3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan ini adalah untuk: 

1. Menjelaskan hakikat kebenaran dalam perspektif filsafat ilmu sebagai dasar pembentukan 

pengetahuan dan kebijakan yang rasional. 

2. Menguraikan teori-teori kebenaran yang relevan dan pengaruhnya terhadap pengambilan 

keputusan dalam kepemimpinan. 

3. Menganalisis integrasi antara rasionalitas ilmiah dan moralitas dalam membentuk model 

kepemimpinan yang etis dan berkeadilan. 

4. Menelaah peran kebenaran sebagai instrumen legitimasi dan penguat moral bagi pemimpin 

dalam menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab. 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoretis 

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian filsafat ilmu, khususnya dalam memahami 

hubungan antara konsep kebenaran dengan praktik kepemimpinan modern. Penelitian ini dapat 

menjadi dasar teoritis bagi pengkajian lebih lanjut mengenai integrasi nilai-nilai ilmiah dan moral 

dalam sistem pemerintahan. 

 



2. Manfaat Praktis 

Memberikan wawasan bagi para pemimpin, pembuat kebijakan, dan akademisi tentang pentingnya 

menjadikan kebenaran sebagai landasan moral dan rasional dalam pengambilan keputusan.  

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membangun kepemimpinan yang 

beretika, transparan, dan bertanggung jawab. 

3. Manfaat Edukatif 

Menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat umum dalam memahami relevansi 

filsafat ilmu terhadap dinamika sosial . Penulisan ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap kritis, 

rasional, dan etis dalam menilai kebenaran serta dalam praktik kepemimpinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA / LANDASAN TEORI 

2.1 Teori-Teori Kebenaran dalam Filsafat Ilmu 

1. Teori Korespondensi 

Teori korespondensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila sesuai dengan 

kenyataan atau fakta empiris. Dengan kata lain, kebenaran diukur dari hubungan antara bahasa 

(pernyataan) dan realitas (fakta). Jika keduanya selaras, maka pernyataan tersebut benar; jika tidak, 

maka salah1. Contohnya, pernyataan “Air mendidih pada suhu 100°C pada tekanan normal” 

dianggap benar karena sesuai dengan hasil pengamatan empiris di dunia nyata. Pandangan ini 

berakar dari pemikiran Aristoteles, yang menegaskan bahwa “mengatakan sesuatu yang ada 

sebagai ada, dan yang tidak ada sebagai tidak ada, adalah benar.”2 Teori ini kemudian berkembang 

dalam tradisi empirisme dan menjadi dasar bagi metode ilmiah modern yang mengutamakan 

verifikasi melalui pengalaman indrawi dan observasi. 

2. Teori Koherensi 

Teori koherensi berpendapat bahwa kebenaran terletak pada kesesuaian dan konsistensi antar 

pernyataan dalam suatu sistem berpikir. Sebuah proposisi dianggap benar apabila tidak 

bertentangan dengan pernyataan-pernyataan lain yang telah diakui benar dalam sistem tersebut3. 

Sebagai contoh, dalam sistem ilmu fisika, pernyataan baru harus koheren dengan hukum-hukum 

dasar yang sudah ada. Jika terjadi kontradiksi, maka pernyataan tersebut dianggap salah. Teori ini 

banyak dikembangkan oleh G.W.F. Hegel, yang menekankan bahwa kebenaran adalah hasil dari 

keseluruhan sistem rasional yang utuh, bukan dari fakta terpisah4. 

Dengan demikian, teori koherensi lebih menekankan keterpaduan logis daripada pembuktian 

empiris, dan sering digunakan dalam ranah filsafat, matematika, serta ilmu-ilmu teoretis. 

3. Teori Pragmatis 

Teori pragmatis memandang kebenaran sebagai sesuatu yang teruji melalui manfaat praktisnya 

dalam kehidupan. Suatu ide, gagasan, atau teori dianggap benar apabila dapat diterapkan dan 

menghasilkan akibat yang memuaskan secara nyata bagi manusia5. 



Tokoh utama teori ini adalah William James, yang menyatakan bahwa “kebenaran adalah apa yang 

terbukti bermanfaat dalam cara berpikir kita.”6 Dengan demikian, ukuran kebenaran tidak bersifat 

mutlak, tetapi bergantung pada konsekuensi dan keberhasilannya dalam memecahkan masalah. 

Teori ini banyak memengaruhi pemikiran modern dalam bidang pendidikan, politik, dan etika, di 

mana nilai suatu gagasan diukur dari efektivitas dan dampaknya. 

4. Teori Konsensus 

Teori konsensus, yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas, mendefinisikan kebenaran sebagai 

hasil kesepakatan rasional antar subjek komunikatif dalam situasi ideal yang bebas dari tekanan 

dan dominasi7. Artinya, suatu pernyataan dianggap benar bila diterima secara rasional oleh semua 

pihak yang terlibat dalam proses komunikasi yang jujur dan terbuka. 

Habermas menekankan bahwa kebenaran bukan hanya soal fakta objektif, tetapi juga merupakan 

produk dari proses dialog dan argumentasi rasional dalam masyarakat. Dalam konteks sosial-

politik, teori ini menegaskan pentingnya musyawarah, demokrasi, dan transparansi dalam 

mencapai kebenaran bersama. 

Dalam filsafat klasik, Plato memandang bahwa pemimpin sejati adalah philosopher-king, yakni 

sosok yang memahami dan mencintai kebenaran hakiki. Dalam karyanya The Republic, Plato 

menegaskan bahwa hanya mereka yang telah mencapai pengetahuan tentang “Yang Baik” (The 

Good) yang layak memimpin, karena pengetahuan tersebut memungkinkan mereka menata negara 

secara adil dan rasional2. Bagi Plato, kepemimpinan bukan sekadar kemampuan mengatur rakyat, 

tetapi tanggung jawab moral untuk mengarahkan masyarakat menuju kebenaran dan keadilan. 
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BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Teori-teori kebenaran dalam filsafat ilmu memberikan fondasi rasional dan moral bagi praktik 

kepemimpinan yang berintegritas. Teori korespondensi menuntut faktualitas dalam setiap 

kebijakan; teori koherensi menekankan konsistensi antara nilai dan tindakan; teori pragmatis 

mengutamakan kemanfaatan nyata bagi masyarakat; dan teori konsensus menegaskan pentingnya 

keadilan sosial serta partisipasi publik. Pemimpin yang mampu mengintegrasikan keempat 

dimensi kebenaran tersebut akan melahirkan sistem pemerintahan yang berlandaskan kebenaran, 

kejujuran, dan tanggung jawab publik. 

3.2 Saran 

Kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan reflektif dan inspiratif bagi pembentukan 

paradigma kepemimpinan berbasis kebenaran di berbagai sektor. 

Penelitian lanjutan disarankan untuk: 



1. Mengkaji implementasi teori-teori kebenaran dalam kebijakan publik dan tata kelola 

pemerintahan modern. 

2. Mengeksplorasi penerapan prinsip kebenaran dalam etika pemerintahan digital dan 

kepemimpinan berbasis data. 

3. Menelaah relevansi konsep kebenaran filosofis terhadap dinamika politik kontemporer 

dan budaya demokrasi. 
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